
BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT
NOMOR 2 7  TAHUN 2017

TETITANG

URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN BANGGAI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI LAUT,

Menimbang : bahwa un tuk  melaksanakan ketentuan Pasal 9  Peraturan
Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomar 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan d a n  Susunan Perangkat, per lu  menetapkan
Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk d a n  Keluarga
Berencana Kabupaten Banggai Laut;

Mengingut :  1 .  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Banggai L a u t  d i  Provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5398);

2. Undang-Undang N a m u r  2 3  T a h u n  2 0 1 4  t e n t a n g
Pemerintaltan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 1 4  Nomor 2 4 4 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 55871, sebagairnana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9  Tahun 2 0 1 5
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undartg Nomor 23
Tahun 2 0 1 4  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Ta h u n  2 0 1 5  Nomor  5 8 ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
56791;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 8  Tahun 2 0 1 6  tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2 0 1 6  Nomor 11 4 ,  Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai La.ut Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Banggai Laut  (Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Laut Tahun 2016 Nomor 7. Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 21);



MEMUTUSKAN:

Mr. iv tdpkiin : PERATURAN  BUPATI  TENTANG U R A I A N  TUGAS, FUNGSI
DAN T A T A  K E R J A  D I N A S  KESEHATAN,  PENGENDALIAN
PENDUDUK D A N  K E L U A R G A B E R E N C A N A K A B U PAT E N
BANGGAI LAUT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. D a e r a h  adalah Daerah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pernerintah D a e r a h  a d a l a h  B u p a t i  s e b a g a i  u n s u r

pcnyelenggara pemerintahan d a e r a h  y a n g  memimpin
pelaksanaan u r u s a n  perner in tahan  y a n g  m e n j a d i
kewenangan daerah otonom.

3. B u p a t i  adalah Bupati Banggai Laut_
4. Sekretar is Daerah adalah Sekretaris Daerah Kablipaten

13anggai Laut.
5. D i n a s  Kesehatan, Pengendalian Penduduk d a n  Keluarga

Berencana a d a l a h  D i n a s  K e s e h a t a n ,  Pengenda l ian
Penduduk d a n  Keluarga Bcreacana Kabupaten Banggai
Lnut.

6. K e p a l a  D i n a s  a d a l a h  K e p a l a  U l n a s  K e s e h a t a n ,
Pcngcndalian P e n d u d u k  d a n  K e l u a r g a  B e r e n c a n a
Kabupaten Banggai Laut.

7. Sekretar is  D i n a s  a d a l a h  Sekretar is  D i n a s  Kesehatan,
Pengendalian P e n d u d u k  d u n  K e l u a r g a  B e r e n c a n a
Kabupaten Banggai Laut.

8. K e p a l a  B i d a n g  a d a l a h  K e p a l a  B i d a n g  p a d a  D i n a s
Kesehatan. Pengenda l ian  P e n d u d u k  d a n  K e l u a r g a
Berencana Kabupaten Banggai Laut.

9. Kepa la  S e k s i  a d a l a h  Kepaka S e k s i  D i n e s  kesehatan,
Pengendalian P e n d u d u k  d a n  K e l u a r g a  B e r e n c a n a
Kabupaten Banggai Laut.

10. Kepala S u b  Bagian ada lah  Kepala  S u b  Bagian D i n a s
Kesehata.n, Pengenda l i an  P e n d u d u k  d a n  K e l u a r g a
Berencana Kabupaten Banggai Laut.

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang melaksanakan
kegiatan t e k n i s  operasional d a n / a t a u  kegiatan t e k n i s
penunjang tertentu.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah  kedudukan yang
mcnunjukan togas, tanggungjawab, wewenang d a n  h a k
Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada  keahlian
arnu keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.



BAB II
KEDUDUKAN

Palma 2
(1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan  Keluarga

Berencana m e r u p a k a n  u n s u r  p c l a k s a n a  U r u s a n
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Bcrencana dipimpin o leh  seorang Kepala. Dinas y a n g
berkedudukan dibawah d a n  bertanggungjawab Kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kabupaten
banggai Laut.

BAB II I
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3
(1) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana m e  m pu nyai t u g a s  m e  m ha n tu R u p a t i
melaksanakan U r u s a n  Pemerintahan y a n g  m e n j a d i
kewenangan Daerah dan tugas pembantuart yang diberikan
kepada Kabupaten_

(2) Malan-) melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan dibidang Kesehatan, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana:
b. pclaksanaan kebijakan dibidang Kesehatan, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dart Keluarga Berencana;
d. pelaksanaan administrasi d i n a r  dibidang Kesehatan,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

BAB I V
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal. 4
Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana terdiri alas:
a. Kepaia Ulnas;
b. Sekretaris, membawahi:

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum;
2_ Sub Bagian Program dan Perencanaan; dan
3. Sub Bagian Keuangan dan Asset_

c. Bidang PeJayanan Kesehatan Masyaralutt, Farmusi d a n
Alkes, mcmbawahi:



1. Seksi Kesehatan  Keluarga,  G i n ,  P r o m o s i  d a n
Pe m berdayaan M a syaraka t :

2. Seksi Kefarmasian dan Alat kesehatan; dan
3. Seksi P e l a y a n a n  Kesehatan Primer, Rujukan d a n

Kesehatan Khusus.
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:

1. Seksi Surveilens dan Imunisasi;
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

dan Tidak Menular; dan
3. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja.

c. Bidang Pengendalian P e n d u d u k ,  Penyu luhan  d a n
Penggerakan, membawahi:
/. Seksi Advokasi dart Penggerakan;
2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan dan Kader KB;

dan
3. Seksi Pengendalian Penduduk dan lnformasi Keluarga.

f. B idang Keluarga Berencana d a n  Kcluarga Sejahtera,
membawahi:
1. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
2. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan
3. Seksi Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lanais.

g. UPTD; dan
h. Keiompok Jabatan Fungsional.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepalo Dinas

Pasal 5
(1) Kcpala D inas  Kesehatan, Pengendalian Penduduk d a n

Keluarga Berencana mempunyai tugas mernbantu Bupati
melakukan urusan pemerintahan daerah berdasarkan twits
otonorni d a n  t u g a s  pembantuan dibidang Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada a y a t  (1), Kepala D i n a s  Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
a. percncanaan kegiatan dan anggaran bidang kesehatan;
b. pelaksanaan pembinaan teknis kepada Unit  Petaksana

Teknis Dinas;
c. perumusan usulan program kegiatan berdasarkan RItiA;

menyampaikan saran/ usul kepada atasan dalam rangka
pengembangan program kerja;

d. melakukan penilaian prestasi kerja pegawai berdasarkan
hasil evaluasi dan laporan pertanggungjawaban;

e. mclaporkan hasi l  pelaksanaan tugas kepada atasan
sebagai laporan pencapaian hasil kinerja Dinas; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Kedua
Sekretaris
Paragraf

Uxnurn

Pasal 6
(1) Sekretaris mempunyai tugas menabantu kepala Dinas dalam

me nye le nggara kan p e  la ya nan adrninistrasi, m e  man Lau,
mengendalikan d a n  m e n g e v a l u a s i  p e l a k s a n a a n
programtkegiatan bag ian  program d a n  perencanaan,
keuangan dan asset, serta bagian umum, kepegawaian dan
hokum termasuk pengembangan dan pembinaan organisasi.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
a. merencanakan operasionat k e r j a  sekretariat d i n a s

berdasarkan rencana dan sasaran;
b. mengkoordinasikan segala kegiatan antar bidang dalam

Iingkup dinas;
c. mengatur dan membina kerjasama dalam pengurusan

administras dinas;
d. mengkoordinir perencanaan program,  pelaksanaan.

pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
r. mengatur urusan ta ta  usaha, perencanaa.n program,

keuangan dan aset scrta pembinaan kepegawaian;
f. mengatur tata naskah divas dan rumah tangga dims;
g. memberi p e  run j u k pemeliharaan k e a  manan d a n

ketertiban dalam lingkungan dinas;
h. membina d a n  mengarahkan prlaksanaan tugas s u b

bagian program dan perencanaan, keuangan dan aset,
serra umum, kepegawaian dan hukum;

i. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas
bagian sekretariatan; clan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala
dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum

Pasal
Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Hukum mempunyai
fungsi:
a. merencaknnan kegiatan dan program kerja Sub Bagian

Umum, Kepegawaian dan Hukum;
b. mengtumpun d a n  mempeJajari peraturan perundang-

undangan, kebijakan teknis, pedoman scrta bahan-bahan
lainnya yang berhubungan dengan sub bagian umum,
kepegawaian dan hukum;

c. mcrtyusun rancangan peraturan daerah, keputusan
Bupati dan keputusan Kepala Dinas serta peraturan
lainnya dalam lingkup kesehatan;



d. memberikan pe layanan administrasi kepegawaian,
kehumasan, protokoler, pengurusan perjalanan dinas,
keperluan dan kebutuhan serta pemwatan ruang kerja,
ruang rapatipertemuan, komunikasi  d a n  s a r a n a
prasarana dinas;

e. memfasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi,
kesejahteraan pegawai,  c u t i ,  penilaian, pemberian
sanksi / hukuman, d a n  pernberhentian pensiun, ser ta
pendidikan dan pelatihan pegawai;

f. membina d a n  mengarahlta.n pelaksanaan tugas s ta f
sub bagian umum, kepegawaian danhukum;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas staf  sub bagian
kepegaaraian danhukum kepada Sekretaris; clan

h. melaksanakan t u g a s  la innya y a n g  diberikan o l e h
Sekretaris sesuai tugas dan fungsinva;

Paragraf 3
Sub Bagian Program dan Perencanaan

Pasal 8
Sub Bagian Program dan Perencanaan mempunyai fungsi:
a. menyusun rencana kegiatan sub bagian program dan

perencanaan;
b. menyusun rancangan kcbijakan umurn, program ketja

dan rencana anggaran dinas, bidang dan seksi;
menyusun, mengelola d a n  melaksanakan kegiatan
percncanaan serta data dan sistem informasi kesehatan;

d. menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan reneana
anggaran d inas ,  rencana straicgis d inas,  renca.na
pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas;

c. menyeknggatakan penyusunan r e n c a n a  p r o g r a m
pembangunan, a n g g a r a n  p e m b a n g u n a n
penyusunan rka, dpa, dan lakip;

f. menyelenggarakan sosialisasi, evaluasi dan pengendalian
atas penerapan sta.ndar;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sub bagian program
dan perrncanaan; dan

h melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris
sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Sub Bagian Keuangan dan Asset

Pasal 9
Sub Bagian Keuangan clan Asset mempunyai fungsi:
a. menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan dan

aset;
b. menyiapkan b a h a n  d a n  melaksanakan keg ia tan

administrasi keuangan dan aset;



c. mengelnla admirustrasi keuangan,  verifikasi,  d a n
perbendaharaan dinas;

d. menyusun laporan keuangan serta aset;
r. mengelola administrasi pcndapatan dan pajak;
1. melakukan pengencialian d a n  pelaksanaan n o r m a ,

standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang
administrasi keuangan dan aset;

g. menyiapkan bahon perhitungan anggaran dinas;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi, d a n  pelaporan

kegiatan sub bagian keuangan dan asset; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

scsuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Paragraf 1

Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat,
Farmasi dan Alkes

Palma 10

(I) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Farmasi
dan Alkes mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan kegiatan dibidang Pelayanan Kesehatan
Masyarakat, Farmasi  d a n  A lkes  se r ta  mengkoordinir
perencana an , pengawasan, pengendalia n d a n  evaluasi
pcnyclenggaraan pelayanan kesehatan kcluarga,  g i z i ,
promosi d a n  pemberdayaan masyarakat;  pelayanan
kefarmasian dan alat kesehatan; dan pelayanan kesehatan
primer, ru jukan  d a n  kesehatan khusus  berdasarkan
peraturan yang tclah ditetapkan dan dokumen kegiatan
untuk meningkatkan pelayanan kesehatan d a n  derajat
kesehatan masyarakat yang optimal.

(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
pada avar (1k, Bidang Pelayanan Kesehatan Mos-yarakar,
Farmasi dan Alkes melaksanakan fungsi:
a. menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan kesehatan

masyarakat, farmasi dan alkes;
h. mengkoordinasikan pclaksanaan tugas-tugas kepala seksi

berdasarkan agenda dan jadwal kegiatan;
c. merumuskan kcbi jakan t e k n i s  b i d a n g  pelayanan

kesehatan masyarakat, farmasi dan alkes;
d. menyusun rencana d a n  penetapan k iner ja  b idang

pelayanan kesehatan masyarakat, farmasi dan alkes;
c. menyiapkan b a h a n  pelaksanaan n o r m a ,  s t a n d a r,

pedoman, dun petunjuk operasional dibidang pelayanan
kesehatan masyarakat, farmasi dan alkes;

F. melaksanakan monitoring, evaluasi, d a n  pelaporan
kcgzatan b idang  pelayanan kesehatan masyarakat.,
farmasi dan alkesmasyarakat;



g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan
berdasarkan d o k u m e n  pertanggungjawaban u n t u k
penilaian kerja;

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala
Duias sesuai tugas clan fungsinya.

Paragraf 2
Scksi Kcschatan Keluarga, Gizi, Promosi

dan Pemberdayaau Masyamkat

Pasal 11
Seksi Kesehatan Keluarga, Gizi, Promosi dan Pemberdayaan
Masyarakat, mcmpunyai fungsi:
a. menyusun rencana kegiatan seksi kesehatan keluarga,

gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kepala seksi

berdasarkan agenda dan jadwal kegiatan;
c. merumuskan kebijakan teknis seksi kesehatan keluarga,

gizi, promos' dan pemberdayaan masyarakat;
d. menyusun rencana d a n  penetapan k ine r ja  seks i

kesehatan keluarga, gizi, promosi dan  pemberdayaan
masyarakat;

C. menyiapkan b a h a n  pelaksanaan n o r m a ,  s tandar,
pedoman. d a n  petunjuk operasional seksi kesehatan
keluarga, gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat;

f. melaksanaka▶n monitoring, evaluasi, d a n  pelaporan
kegiatan seksi kesehatan keluarga, gizi, promosi dan
pemberdayaan masyarakat;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan
berdasarkan d o k u m e n  pertanggungjawaban u n t u k
penilaian kerja; dan

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala
bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Kefarmasian dan Ma▶t Kesehatan

Pasal 12
Seksi Kefarrnasian dan Alat Kesehatan, mempunyai fungsi :
a. mcnyusun rencana kegiatan seksi kefarmasian dan alat

kesehatan;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kepala seksi

berdasarkan agenda dan jadwal kegiatan;
c. merumuskan kebijakan teknis seksi kefarmasian dan alat.

kesehatan;
d. menyusun rencana d a n  penetapan k iner ja  s e k s i

kefarmasian dan alat kesehatan;



e. menyiapkan b a h a n  pelaksanaan n o r m a ,  s t a n d a r,
pcdoman, dan petunjuk operasional seksi kcfarmasian
dun tilat kesehatan;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi, d a n  pelaporan
kegiatan seksi kefarmasian dan alai kesehatan;

g. melaporkan hash' pelaksanaan tugas kepada pimpinan
berdasarkan d o k u m e n  pertanggungjawaban u n t u k
perniaian kerja; dan

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Pelayanan Kesehatan Primer. Rujukan

dan Kesehatan Khusus

Pasal 13
Seksi Pelayanan Kesehatan Pruner, Rujukan dart Kesehatan
Khusus mempunyai fungsi:
a. menyusun rencann kegiatan seksi pelayanan kesehatan

primer, rujukan dan kesehatan khusus;
b. mengkoordinasikan petaksanaan tugas-tugas kepala seksi

berdasarkan agenda dan jadwal kegiatan;
c. merurnuskan kebijakan teknis seksi pelayanan kesehatan

primer, rujukan dan kesehatan khusus;
d. menyusun rencana d a n  penctapan k ine r ja  s e k s i

pelayanan kesehatan primer, rujukan dan  kesehatan
khusus;

e. menyiapkan b a h a n  pelaksanaan n o r m a ,  s tandar,
pedoman, d a n  petunjuk operasional seksi pelayanan
kesehatan primer, rujukan dan kesehatan khusus;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi, d a n  pclaporan
kegiatan seksi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan
kesehatan khusus;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepacla pimpinan
berdasarkan d o k u m e n  pertanggungjawaban u n t u k
penilaia.n kerja; dan

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai tugas dan fungsinya.



Bagian Keempat
Paragraf

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 14
I I t Bidang Peneegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai

tugas membantu Kepala D i n a s  d a l a m  melaksanakan
kegiatan dibidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
serta mengkoordinir perencanaan, pengawasan dan evaluasi
penyelenggaraan kegia tan  surveilens d a n  imunisasi ,
pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak
menular, serta kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja
berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dan dakumen
kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan
derajat kesehatan masya.rakat yang optimal.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),  Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
mempunyai fungsi:
a. mcnyusun rencana kegiatan bidang pencegahan d a n

pengendalian penyakit;
b. mengkoordinasika.n pelaksanaan tugas-tugas kepala seksi

berdasarkan agenda dan jadwal kegiatan;
c. merumuskan kebijakan teknis bidang pencegahan don

pengendalian penyakit;
d. menyusun rencana d a n  penetapan k iner ja  bidang

pencegahan dan pengendalian penyakit;
C. rnenyiapkan K a h a n  pelaksanaan n o r m s ,  s tandar,

pedoman, dan petunjuk nperosional dibidang pencegahan
dan pengendalian penyakit;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi, d a n  pelaporan
kegiatan bidang pencegahan clan pengendalian penyakit;

g. melaporkan basil pelaksanaan tugas kepada pimpinan
berdasarkan d o k u m e n  pertanggungiawaban u n t u k
penilaian kerja: dan

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Surveilens dan Imunisasi

Pasal 15
Seksi Surveilens dan Imunisasi, mempunyai fungsi:
a. menyusun rencana kegiatan seksi surveilens d a n

imunisasi;
h. me ngkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kepala

seksi berdasarkan agenda dan jadwal kegiatan;
c. merumuskan kebijakan teknis seksi surveilens dan

imunisasi;
d. mcnyusun rencana d a n  penetapan kinerja seksi

surveilens dan imunisasi;

In



c. menyiapkan bahan  pelaksanaan norma,  standar,
pedoman, dan petunjuk operasional seksi surveilens
clan imunisasi;

1. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan  pelaporan
kegiatan seksi surveilens dan imunisasi;

g. mclaporkan basil pelaksanaan tugas kepada pimpinan
berdasarkan dokumen pertanggungjawaban u n t u k
penilaian kerja; dun

h. melaksanakan tugas lainnya yang diherikan oleh
Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinva.

Paragraf 3
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Menular dan Tidak Menular

Pasal 16
Seksi Pencegahan dan  Pcngendalian Penyakit Menular
dan Tidak Menular mempunyai fungsi:
a. menyusun rencana  kegiatan s e k s i  pencegalion

pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kepala

seksi berdasarkan agenda dan jadwal kegiatan;
c. merumuskan kebijakan teknis  seksi  pencegahan

pengendalian penyakit menular dun tidak menular;
d. menyusun rencana d a n  penetapan kinerja seksi

pencegahan pengendalian penyakit menular dan tidak
menular;

c. menyiapkan bahan pelaksanaan norma, standar,
pedornan, dun petunjuk operasional seksi pencegahan
pengendalian penyakit menular dan tidak menular;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi, d a n  pelaporan
kegiatan seksi pencegahan pengendalian penyakit
menular dan tidak menular;

g. mclaporkun basil pelaksanaan tugas kepada pimpinan
berdasarkan dokumen pertanggungiawaban u n t u k
penilaisan kerja; dan

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Kesehatan Lingkungan

dan Kesehatan Kerja

Pasal 17
Seksi Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja
mempunyai fungsi:
a. menyusun r e n c a n a  keg ia tan  s e k s i  keschatnn

lingkungan dan kesehatan kerja;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kepala

seksi berdasarkan agenda dan jadwal kegiatan;
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c. merumuskan kebi jakan t e k n i s  s e k s i  kesehatan
lingkungan dan kesehatan kerja;

d. menyusun rencana d a n  penetapan kinerja seksi
kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja;

e. menyiapkan bahan  pelaksanaan norma,  standar,
pedoman, dan petunjuk operasional seksi kesehatan
lingkungan dan kesehatan kerja;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi, d a n  pdaporan
kegiatan seksi kesehatan lingkungan dan kesehatan
kerja;

g. melaporkan hasil petaksanaan tugas kepada pimpinan
berdasarkan dokumen pertanggungjawaban u n t u k
penilaian kerja; clan

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh
Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinva.

Bagian Kelima
Paragraf 1

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan
dan Penggerakaa

Pasal 18
(1) Bidattg Pettgendalian Pe t iduduk ,  Penyulul ta i t  d a r t

Penggerakan mempunyai tugas membantu Kept'. D i n a s
dalam melaksanakan kegiatan dibidang Pengendalian
Penduduk, P e n y u l u h a n  d a n  Penggera.kan s e r t a
mcngkoordinir perencanaan, pengawasan d a n  evaluasi
penyeknggaraan kegiatan advokasi c l a n  pertggerakan,
penyuluhan da.n pendayagunaan d a n  kader  K B ,  serta
pengendalian penduduk dan informasi ketuarga berdasarkan
peraturan yang telah ditetapkan dan dokumen kegiatan
untuk meningkatkan pelayanan kesehatan d a n  dcrajat
kesehatan masyarakat yang optimal.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ay at (1), Bidang Pengendatian Penduduk, Penyuluhan dan
Penggerakan, mempunyai fungsi:
a. menyusun rencana  kegiatan b i d a n g  pengendalian

penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kepala seksi

berdasarkan agenda dan jadwal kegiatan;
c. meru.muskan kebijakan teknis  bidang pengendalian

penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
d. menyusun rencana d a n  penetapan k iner ja  bidang

pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
e. menyiapkan Va h a n  pelaksanaan norrna ,  s tandar,

pedoman, d a n  p e t u n j u k  operasional  d i b i d a n g
pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi, d a r t  pelaporan
kegiatan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan
penggerakan;



g melaporkan basil pelaksanaan tugas kepada pimpinan
berdasarkan d o k u m e n  pertangguniawabart u n t u k
penilaian kerja; dan

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan olch Kepala
Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Advokasi dan Penggerakan

Pasal 19
Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai fungsi:
a. menyusun rencana kegiatan s e k s i  advokasi d a n

penggerakan;
b. Mrngkoordinasikan pclaksanaan tugas-tugas kepada scksi

berdasarkan agenda dan jadwal kegiatan;
c. mcrumuskan kebijakan tekn is  seksi  advokasi d a n

penggerakan;
d. menyusun rencana dan penetapan kincrja seksi advokasi

dan penggerakan;
e. menyiapkan b a h a n  pelaksanaan n o r m a ,  s tandar,

pedoman, dan petunjuk operasional seksi advokasi dan
penggerakan;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi. d a n  pelaporan
kegiatan seksi advokasi den penggerakan;

g. melaporkan hash! pclaksanaan tugas kepada pimpinan
berdasarkan d u k u m e n  pertanggungjawaban u n t u k
penilaian kerja; dan

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Penyuluhan dan Pendayagnnaan dan Kader KB

Pasal 20
Seksi Penyuluhan d a n  Pendayagunaan d a n  Kader  K B
mempunyai fungsi:
a. menyusun rencana kegiatan seksi  penyuluhan d a n

pendayagunaan dan kader KB;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kepala seksi

berdasarkan agenda clan jadwal kegiatan;
c. merumuskan kebijakan teknis scksi penyuluhan dan

pendayagunaan dan kader KB;
d. menyusun rencana d a r t  penetapan k ine r ja  s e k s i

penyuluhan dan pendayagunaan dan kader KB;
e. menyiapkan b a h a n  pelaksanaan n o r m a ,  s tandar,

pedoman, dan petunjuk operasional scksi penyuluhan
dan pcndayagunaan dan kader KB;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi, d a n  pelaporan
kegiatan scksi penyuluhan dan pendayagunaan dan kader
KB;
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g. melaporkan hasil pctaksanaan rugas kepada pimpinan
berdasarkan d o k u m e n  pertanggun gja.wa ban u n t u k
pcnilaian kerja; dan

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala
Bidang scsuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Pengendal tan P e n d u d u k  dan Informase Keluarga

Pasal 21
Seksi Pengendalkui Penduduk d a n  informasi Keluarga,
rnempunyai fungsi:
a. menyusun r e n c a n a  keg ia tan  s e k s i  pengendalian

penduduk dan informasi keluarga;
b. mengkoordinasikan pclaksanaan tugas-tugas kepala seksi

berdasarkan agenda dan jadwal kegiatan;
c. merumuskan kebi jakan t e k n i s  s e k s i  pengendalian

penduduk dan informasi keluarga;
d. menyusun rencana  d a n  penctapan k ine r ja  s e k s i

pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
e. meny iapkan b a h a n  petaksanaan n o r m a ,  s tandar,

pedoman, dan perunjuk operasional seksi pengendalian
penduduk dan infonnasi keluarga;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi, d a n  pclaporan
kegiatan seksi pengendahnn penduduk dan infonnasi
keluarga:
melaporkan hasil petaksartaan tugas kepada pimpinan
berdasarkan d o k u m e n  pertanggun gjawa ban u n t u k
penilaian kerja; dan

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian K e e n a m
Paragraf  1

Bidang Ksluarga Berencana dan  Keluarga Se jahtera

Pasal 2 2

l.) Bidang Keluarga Berencana d a n  Keluarga Sejahtcra
mcmpunyai t u g a s  membantu  Kepa la  D i n a s  d a l a i n
melaksanakan kegiatan dibidang Kcluarga Herencana dan
Keluarga Scjahtera s e r t a  mengkoordinir perencanaan,
pengawasan d a n  evaluasi  penyelenggaraari kegiatan
pelayanan keluarga berencana, pemberdavaan keluarga
sejahtera, serta ketahanan keluarga, balita, anak dan lansia
berdasarkan peraturan yang teiah ditetapkan dan dokumen
kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan
derajat kesehatan masyarakat yang optimal.



(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera mempunyai fungsi:
a. menyusun rencana kegiatan bidang keluarga berencana

dan keluarga sejahtera;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-togas kepala seksi

berdasarkan agenda dan jadwal kegiatan;
c. merumuskan kebijakan teknis bidang keluarga berencana

dan keluarga sejahtera;
d. mcnvusun rencana d a n  penetapan k inet ja  bidang

keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
e. menyiapkan b a h a n  pelaksanaan n o r m a ,  s tandar,

pedoman, dan petunjuk operasional dibidang keluarga
berencana dan keluarga sejahtera;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi, d a n  pelaporan
kegiatan bidang keluarga berencana d a n  keluarga
sejahtera;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan
berdasarkan d o k u m e n  pertanggungjawaban u n t u k
penitaian kerja; dan

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesual tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pelayanan Keluarga Berencana

Pasal 23
Seksi Pclayanan Keluarga Berencana mempunyni fungsi:
a. menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan keluarga

berencana;
b. mengkoorclinasikan pelaksanaan tugas-tugas kepala seksi

berdasarkan agenda den jadwal kegiatan;
c. merurnuskan kebijakan teknis seksi pelayanan keluarga

berencana;
d. menyusun rencana  c l a n  penetapan k m e r j a  s e k s i

pelayanan keluarga berencana;
e. menyiapkan b a h a n  pelaksanaan n o r m s .  s tandar.

pedoman, d a n  peturijuk operasional seksi pelayanan
keluarga berencana;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi, d a n  pclaporan
kegiatan seksi pelayanan keluarga berencana;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan
berdasarkan d o k u m e n  pertanggungjawaban u n t u k
penilaian kerja; dan

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala
bidang scsuai tugas dan fungsinya.



Paragraf 3
Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera

Pasal 24
Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:
a. menyusun rencana  kegia lan  s e k s i  pemberdayaan

keluarga sejahtera;
b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kepala seksi

berdasarkan agenda dan jadwal kegiatan;
c. merumuskan kebijakan tekn is  seksi  pemberdayaan

keluarga sejahtera;
d. menyusun rencana d a n  penetapan k i n e r j a  s e k s i

pemberdayaan keluarga sejahtera;
c. menyiapkan b a h a n  pelaksanaan n o r m a ,  s tandar,

pedoman, dan petunjuk operasional seksi pemberdayaan
keluarga sejahtera;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi, d a n  pelaporan
kegiatan seksi pemberdayaan kcluarga sejahtera;

g. melaporkan hasil pclaksanaan tuw.as kepada pimpinan
berdasarkan d o k u m e n  pertanggungjawaban u n t u k
penilaian kerja; dan

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh KepaL-1
Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Ketahanan Keluarga, Banta, Anak dan Lansia

Paaal 25
Scksi Ketahanan Keluarga, Bal i ta,  A n a k  d a n  Lansia
mempunyai fungsi:
a. menyusun rencana kegiatan seksi ketahanan keluarga,

balita, anak dan lansia;
b. mengkoordinasikan pclaksanaan tugas-tugas kepala seksi

berdasarkan agenda dan jadwal kegiatan;
c. merumuskan kebijakan teknis seksi ketahanan keluarga,

anak clan lansia;
d. menyusun rencana d a n  penetapan k iner ja  s e k s i

ketahanan keluarga, balita, anak dan lansia;
e. menyiapkan b a h a n  pclaksanaan n o r m a ,  s t a n d a r,

pedoman, d a n  petunjuk operasional seksi ketahanan
keluarga, balita, anak dan lansia;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi, d a n  pelaporan
kegiatan seksi ketahanan keluarga, balita, anak  dan
lansia;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan
berdasarkan d o k u m e n  pertanggungjawaban u n t u k
pcnilaian kerja; dan

h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala
13idang sesuai tugas dan fungsinya.



Bagian Ketujuh
UPTD

Pasal 26
Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT
Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinar yang melaksanakan
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27
Kelompok Jabatan  Fungsional a d a l a h  kedudukan y a n g
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang d a n  h a k
pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau
ketrampilan tertentu yang bersifat mandiri.

BAB W
TATA ICERJA

Pasal 28
(1) Dalam melaksanakan t u g a s  set iap Pimpinan sa tuan

organisasi d a n  ke lompok t e n a g a  fungsional w a j i b
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkmnisasi
baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan
organisasi di  lingkungan pemerinta.h daerah serta dengan
instansi lain di luar pernerintah daerah sesuai dengan tugas
masing-masing.

(2) Setiap Pimpinan sa tuan  organisasi w a j i b  mengawasi
bawahannya masing-masing dan bile terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap Pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab
memimpin dan menglcoordinasikan bawahan masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

(4) Sctiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti clan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada
waktunya.

(5) Setiap laporan y a n g  diterirna o lch  Pimpinan satuan
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Pada saat Peraturan Bupati ini mul©i berlaku, Peraturan Bupati
Banggai Law. Nomor 11  Tahun  2014 tentang Uraian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banggai Laut. (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut
Tahun 2014 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan Lida. berlaku.

Pasal 30
Peraturan Bupati in i  mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar s e t i a p  n r a n g  m e n g e t a h u i n y a .  m e m e r i n t a h k a n
Pengundangan Peraturan Bupa▶ti i n i  dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal. 13 3Ltrai 2 .o  l7

/BUPATI  BANGGAI LAUT,

WENNtI3UKAMO

Diundangkan di Banggai
pada tanggaI, 13 J u i i

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

ANUDD

BER1TA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2017 NOMOR ,27


